
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 162, 2022 KEMENDAG. Ekspor. Kebijakan. Pengaturan. 

Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 08 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi ketersediaan bahan baku 

minyak goreng dan minyak goreng, perlu mengatur 

kembali kebijakan dan pengaturan ekspor crude palm oil, 

refined, bleached, and deodorized palm olein, dan used 

cooking oil; 

b. bahwa kebijakan dan pengaturan ekspor crude palm oil, 

refined, bleached, and deodorized palm olein, dan used 

cooking oil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor belum mengatur ekspor produk 

turunan crude palm oil sehingga perlu dilakukan 

perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 

Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan 

Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5175);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6652); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6653);  

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190);  

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG 

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

298) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

(1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, 

penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor 

berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan 

berdasarkan: 

a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam 

negeri (domestic market obligation); dan/atau 

b. harga penjualan di dalam negeri (domestic price 

obligation); 

yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas 

nama Menteri. 

(2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

koordinasi dengan kementerian/Lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait. 
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(3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII 

nomor urut 284, 285, dan 288, serta angka romawi 

XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Ketentuan Ekspor crude palm oil dan produk 

turunannya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I angka romawi XVIII Peraturan Menteri 

ini, selain crude palm oil, refined, bleached, and 

deodorized palm olein, dan used cooking oil, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 

romawi XVIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
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02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34), yang 

pengajuan permohonan pemuatan Barang untuk 

Ekspor dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan 

fisik sebelum pengajuan pemberitahuan ekspor 

barang telah disetujui kepala kantor pabean 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Perizinan 

Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan 

Ekspor; 

b. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa 

Persetujuan Ekspor crude palm oil, refined, bleached, 

and deodorized palm olein dan used cooking oil yang 

telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan 

Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 34), dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;  

c. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa 

Persetujuan Ekspor bahan bakar lain berupa 

Biodiesel yang telah diterbitkan:  

1) sebelum berlakunya Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

298) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 



2022, No. 162 
-7- 

Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 34); atau  

2) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan 

Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

34),  

dibekukan secara otomatis oleh Direktur Jenderal 

atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang 

diteruskan ke SINSW sampai dengan Eksportir 

menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

ini;  

d. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c diaktifkan kembali secara otomatis oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem 

INATRADE yang diteruskan ke SINSW apabila 

Eksportir telah menyampaikan realisasi distribusi 

sebesar sisa jumlah bahan bakar lain berupa 

Biodiesel yang belum direalisasikan sebagaimana 

tercantum dalam Persetujuan Ekspornya 

disesuaikan dengan jumlah untuk distribusi 

kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) 

dan/atau harga penjualan di dalam negeri (domestic 

price obligation) yang telah ditetapkan Direktur 

Jenderal atas nama Menteri;  

e. Eksportir yang telah mengajukan permohonan 

Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa 

Persetujuan Ekspor crude palm oil, refined, bleached, 

and deodorized palm olein, dan used cooking oil, 
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serta Persetujuan Ekspor bahan bakar lain berupa 

Biodiesel sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 

dan masih dalam proses penerbitan, harus 

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Februari 202219 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD LUTFI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Februari 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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